BUPATI KARAWANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 22 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 47 TAHUN 2017
TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN
2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

Menimbang : a. bahwa Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten

Mengingat : 1.

Karawang Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan
Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati
Karawang Nomor 47 Tahun 2017 tentang Peraturan
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8
Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Bupati Karawang Nomor 73 Tahun 2024 tentang
Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Karawang Nomor
47 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan
Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2017 tentang
Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, diperlukan penyesuaian
kembali atas pakaian dinas dan atribut pimpinan dan anggota
dewan perwakilan rakyat daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati tentang Peraturan
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8
Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif
Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);




Menetapkan

2. Undang-Undang Nomor 114 Tahun 2024 tentang Kabupaten
Karawang Di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2024 Nomor 300, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 7051);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6847);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta
Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Dana Operasional
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2017
tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Karawang Tahun 2017 Nomor 8);

8. Peraturan Bupati Karawang Nomor 47 Tahun 2017 tentang
Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten
Karawang Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan
Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun
2017 Nomor 47) sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Bupati Karawang Nomor 73 Tahun
2024 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati
Karawang Nomor 47 Tahun 2017 tentang Peraturan
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8
Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2024 Nomor 76);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS
PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG NOMOR 8
TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH.



Pasal I

Ketentuan dalam huruf ¢ ayat (3) Pasal 17 Peraturan Bupati Nomor
47 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah
Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan
dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2017
Nomor 47) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan
Bupati :

a.

Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan
Bupati Karawang Nomor 47 Tahun 2017 tentang Peraturan
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8
Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2021 Nomor 1);

Nomor 83 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Bupati Karawang Nomor 47 Tahun 2017 tentang
Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten
Karawang Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan
Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2021
Nomor 83);

Nomor 95 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas
Peraturan Bupati Karawang Nomor 47 Tahun 2017 tentang
Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten
Karawang Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan
Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2022
Nomor 96); dan

Nomor 73 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Atas
Peraturan Bupati Karawang Nomor 47 Tahun 2017 tentang
Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten
Karawang Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan
Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2024
Nomor 76),

diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

(1) Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan pakaian dinas
beserta kelengkapannya dan pakaian hari-hari tertentu.

(2) Pakaian dinas beserta kelengkapannya sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. Pakaian Dinas Harian (PDH), disediakan 2 (dua) pasang
dalam 1 (satu) tahun;

b. Pakaian Sipil Lengkap (PSL), disediakan 1 (satu) pasang
dalam 5 (lima) tahun;

c. Pakaian Sipil Resmi (PSR), disediakan 1 (satu) pasang
dalam 1 (satu) tahun;

d. Pakaian Sipil Harian (PSH), disediakan 2 (dua) pasang
dalam 1 (satu) tahun;

e. Lencana/emblim; dan

f. Topi berlogo.




(3) Pakaian hari-hari tertentu sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) terdiri atas :
a. Pakaian Batik, disediakan 1(satu) pasang dalam 1 (satu)
tahun;
b. Pakaian Olah Raga, disediakan 1(satu) pasang dalam 1
(satu) tahun; dan

c. Pakaian yang bercirikan khas Daerah, disediakan
1(satu) pasang dalam 1 (satu) tahun.

(4) Besaran biaya dan kualitas Pakaian Dinas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), mengacu pada Standar Biaya
Belanja Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang

Diundangkan di Karawang
pada tanggal 28 Mei 2025

_SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
& T I“KARAWANG,
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BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2025
NOMOR 22



